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HAK warga negara Indonesia salah

satunya untuk mendapatkan pen-

didikan yang layak dan layanan kese-

hatan yang terjangkau bahkan “gratis

tapi yang berkualitas”. Lantas, dari

mana uang untuk mewujudkan hak

tersebut? Apakah dari pajak? Jika iya,

apakah masyarakat ikhlas dan rela

membayar pajak sesuai ketentuan?

Apakah masyarakat tidak khawatir

pendapatan pajak akan diselewengkan

oleh oknum yang tidak bertanggung-

jawab? Apakah pajak tidak memberat-

kan? Apakah lebih baik uang

disedekahkan daripada untuk bayar

pajak? Bagaimana agar masyarakat

dengan rela dan ikhlas untuk memba-

yar pajak yang sesuai?

Transparansi dan akuntabilitas

fiskus harus diterapkan untuk menum-

buhkan kesadaran dan membangun

kepercayaan masyarakat. Keberadaan

Ombudsman menjadi faktor kunci

yang menjembatani masyarakat de-

ngan pemerintah dalam pelayanan pu-

blik, termasuk perpajakan. Peran

Komite Pengawas Perpajakan (Kom-

wasjak) juga sangat krusial untuk lebih

meningkatkan kepatuhan pajak dan

melindungi hak masyarakat (wajib pa-

jak) guna memperkuat demokrasi per-

pajakan di Indonesia.

Mindset masyarakat, jika ingin visi

misi generasi emas tercapai adalah

menganggap pajak sebagai investasi di

masa yang akan datang yang tumbuh

sepenuhnya di era digitalisasi dengan

keterampilan teknologi yang canggih,

transformasi instan dalam cara belajar,

dan beradaptasi secara eksponensial.

Generasi emas mengacu pada generasi

alpha dan generasi zoomer yang men-

capai puncak produktivitas sekitar

tahun 2045. Generasi emas menjadi

agen perubahan yang kreatif, inovatif,

interaktif, dan intuitif. Investasi dalam

pendidikan dan kesehatan menjadi

tolok ukur kesuksesan investasi untuk

membangun generasi ideal yang ber-

daya saing global dan internasional,

serta bermoral.

Tujuan utama generasi emas pada

sektor ekonomi adalah mendorong

transformasi ekonomi digital dan

ekonomi hijau. Pemanfaatan teknologi

digital pada bisnis digital seperti fin-

t ech dan e -commerce dengan

mengembangkan bisnis yang ramah

lingkungan serta berkelanjutan akan

mudah ditransformasikan oleh generasi

muda demi peningkatan produktivitas

sektor ekonomi dan meningkatkan ke-

tahanan ekonomi sehingga membuka

banyak peluang lapangan pekerjaan

bagi anak muda yang mau berinovasi

serta meningkatkan pendapatan ma-

syarakat dengan harapan akan sadar

pajak.

Kontribusi pajak dalam APBN pada

tahun 2023 mencapai 72,28% setara Rp

1.921,7 triliun dari total APBN yaitu

Rp 2.652,3 triliun. Tertuang dalam

APBN tahun 2023 bahwa Rp 612,2

triliun dialokasikan untuk sektor pen-

didikan, baik pendidikan formal, non

formal, ataupun vokasi yang pada

tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp

660,8 triliun atau setara dengan 20%

dari total APBN. Anggaran kesehatan

yang dialokasikan dari pendapatan pa-

jak pada tahun 2023 sebesar 5,2% dari

total APBN atau setara Rp 172,5 trili-

un dan pada tahun 2024 anggaran

meningkat menjadi 5,6% setara Rp

186,4 triliun. Untuk mewu-

judkan visi misi generasi

emas, pemerintah diharap-

kan berkomitmen untuk kon-

sisten meningkatkan alokasi

pendapatan pajak yang adil

serta memastikan layanan

yang memuaskan bagi ma-

syarakat baik di sektor pen-

didikan dan kesehatan.

Pajak berperan dalam

membiayai pendidikan yang

berkualitas, seperti memberi

beasiswa pendidikan bagi

anak muda yang berprestasi,

gaji guru, membangun dan

memperbaiki infrastruktur

sekolah. Pajak juga berperan

penting dalam menyediakan

layanan kesehatan yang

berkualitas dengan harga ter-

jangkau, seperti penyediaan

Puskesmas, rumah sakit

daerah, dan program kesehatan JKN-

KIS, gaji tenaga kesehatan, infrastruk-

tur kesehatan, imunisasi, edukasi kese-

hatan, penelitian dan pengembangan

kesehatan dalam meningkatkan kuali-

tas obat-obatan. Apakah kita bisa ikut

andil membantu anak muda Indonesia

dalam meraih cita-cita dan mendapat-

kan hak pendidikan tapi terbatas bia-

ya? Apakah kita bisa ikut andil dalam

penyediaan sarana dan prasarana

layanan kesehatan demi memenuhi

hak masyarakat yang kurang mampu?

SANGAT BISA!

Jadikan pajak sebagai investasi di

masa depan yang mempunyai asas tim-

bal balik. Masyarakat visioner, akan

rela membayar pajak yang sesuai dan

mendapatkan kontraprestasi

meskipun tidak langsung, serta dapat

membantu masyarakat yang ber-

ekonomi rendah dalam hal pendidikan,

menjadikan generasi emas meraih cita-

cita dengan fasilitas pendidikan yang

berkualitas, dan mewujudkan layanan

kesehatan yang memuaskan bagi ma-

syarakat yang membutuhkan. Untuk

itu mari tunaikan kewajiban dan tun-

tutlah hak sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Generasi

emas, Pajak Kuat Indonesia Maju. ❑-f

*) Deranika Ratna Kristiana,

dosen STIE YKPN.

JURNALISME PETUGAS HAJI:

Pilar Informasi dan Kemanusiaan di Tanah Suci

Deranika Ratna Kristiana

14 Asrama haji siap layani pu-

langnya jemaah

-- Siap tidak siap, harus siap!

***

Pemeriksaan kesehatan perempuan

penghibur di Banyumas

-- Semoga semua sehat

***

Keseragaman pemikirkan memis-

kinkan kemanusiaan

-- Perbedaan itu ‘sunatullah’

Quo Vadis Implikasi Pajak Generasi Emas

PELAKSANAAN ibadah haji bagi

Indonesia bukan hanya sekadar rutini-

tas tahunan. Ini adalah pekerjaan be-

sar yang melibatkan lebih dari 241 ribu

jemaah, mencerminkan kebangsaan

dan harga diri di mata dunia Islam.

Dengan jumlah jemaah haji terbesar di

dunia, Indonesia menghadapi tantang-

an yang sangat besar dalam mengelola

prosesi yang panjang dan kompleks ini.

Selain mengelola jumlah jemaah

yang sangat besar, banyaknya tantang-

an dalam pelaksanaan ibadah haji

memerlukan kolaborasi berbagai pi-

hak. Kesuksesan pelayanan pada

jemaah haji tidak bisa hanya

bertumpu pada Kementerian

Agama (Kemenag), melainkan ju-

ga membutuhkan dukungan dari

berbagai sumber daya manusia

pendukung, salah satunya adalah

media massa melalui para jur-

nalis.

Hadirnya jurnalis dari berbagai

media massa menjadi bagian pen-

ting dalam pelayanan haji. Terga-

bung dalam Petugas

Penyelengara Ibadah Haji (PPIH)

Arab Saudi, berperan sebagai

penghubung informasi antara je-

maah, keluarga di rumah, peme-

rintah, dan masyarakat luas.

Informasi terkait perkembangan

haji sangat dibutuhkan oleh ber-

bagai pihak yang terkait dengan

pelaksanaan ibadah ini.

Sebagai petugas haji, jurnalis

memiliki kesempatan untuk

mendapatkan informasi langsung

terkait kegiatan para jemaah haji, lika-

liku pelaksanaan haji, dan kondisi di

lapangan. Jurnalis bisa mengetahui

langsung hati dan perasaan para je-

maah yang sedang berhaji, yang se-

ringkali telah menunggu bertahun-

tahun untuk bisa melaksanakan

ibadah ini. Cerita romantisme pasang-

an suami istri, perjuangan menabung

bersama, hingga bisa berangkat menja-

di tamu Allah, menjadi warna-warni

yang bisa diungkap oleh jurnalis.

Profesionalisme dan Kemanusiaan

Dalam melaksanakan tugasnya, jur-

nalis tidak hanya bertugas mela-

porkan berita, tetapi juga terlibat lang-

sung dalam pelayanan kepada jemaah.

Misalnya, membantu membopong je-

maah haji lansia yang membutuhkan

bantuan.

Jiwa kemanusiaan adalah sikap uni-

versal yang harus dimiliki setiap

manusia, dan hal ini juga berlaku bagi

jurnalis. Ketika rasa kemanusiaan

melekat dalam jurnalis, mereka akan

mendapatkan lebih banyak informasi

dan pengalaman langsung terkait di-

namika kemanusiaan yang terjadi pa-

da jemaah.

Namun, antara tuntutan kemanusi-

aan dan profesionalisme jurnalistik

harus tetap seimbang. Karena mereka

dibatasi waktu dan tenaga. Karena itu

tidak boleh terjebak dalam keasyikan

membantu jemaah sehingga melu-

pakan tugas jurnalistik mereka.

Demikian pula, karena atas nama pro-

fesionalisme sebagai jurnalis, terus ke-

hilangan rasa kemanusiaan ketika di

depan mata terdapat jemaah yang

membutuhkan pertolongan. Ke-

seimbangan tersebut akan membantu

kedua peran atau misi tersebut bisa

terwujud.

Sesuai dengan UU Pers No. 40/1999,

pers nasional mempunyai fungsi seba-

gai media informasi, pendidikan, hi-

buran, kontrol sosial, dan sebagai lem-

baga ekonomi. Jurnalis petugas haji

harus tetap menjaga sikap kritis ketika

saat terjun ke lapangan dan menemui

para narasumber.

Sikap kritis melalui masukan yang

diberikan dibutuhkan untuk perbaikan

layanan haji. Sebagai petugas haji ma-

ka diuntungkan, karena nara sumber

atau pun pemangku kepentingan da-

lam wadah yang sama, sehingga kon-

firmasi atau pun responsnya lebih

cepat. Dengan demikian, terhindar

dari kegaduhan informasi.

Kedekatan dengan fakta dan nara-

sumber, jurnalis melalui media mas-

sanya, menjadi garda terdepan dalam

menghadapi sebaran hoax, atau pun

isu-isu negatif yang sengaja diframing

pihak tertentu, sehingga masyarakat

terbantu mendapat edukasi yang be-

nar terkait pelaksanaan dan

layanan haji.

Tantangan dan Solusi

Dengan durasi waktu pelak-

saan 46 hari, maka jurnalis petu-

gas haji memiliki tantangan yang

tidak ringan. Jauh melebihi

liputan Piala Dunia yang

lamanya sekitar sebulan.

Menjalankan peran yang tidak

mudah. Selain harus bekerja

dalamtekanan waktu dan kondisi

lapangan yang seringkali menan-

tang, termasuk temperature

udara yang tinggi.

Dengan tantangan tersebut,

harus memastikan bahwa infor-

masi yang disampaikan cepat,

akurat, dan tidak menimbulkan

kepanikan atau kesalahpa-

haman. Bekal wawasan yang di-

tambahkan dalam pelatihan se-

belum diberangkatkan, dirasa

menjadi bagian penting dalam

menghadapi situasi lapangan.

Penguatan diri dalam skills dalam

menghadapi tantangan ini, pelatihan

yang memadai dan dukungan dari

penyelenggara haji sangat penting, se-

hingga peran yang bermanfaat bisa

lebih banyak terwujud. ❑-f

*) H Primaswolo Sudjono,

Wartawan KR, Anggota Media Center

Haji (MCH) PPIH Arab Saudi 2024,

Primaswolo Sudjono

Jangan Abai Soal  Keterwakilan Perempuan
SEPEREMPAT abad sudah

Indonesia berada dalam orde refor-

masi. Dalam perjalanan ini, dengan

tertib Indonesia sudah enam (6) kali

melaksanakan pemilihan umum.

Dengan perjalanan panjang ini,

mestinya persoalan partisipasi perem-

puan dan kuota keterwakilan perem-

puan sudah selesai. Ironis, semua

ternyata masih jauh dari harapan.

Pengabaian kuota keterwakilan

perempuan kini berdampak fatal. 

Adalah Koalisi Masyarakat Peduli

Keterwakilan Perempuan  (KMPKP)

yang mengadukan seluruh Anggota

KPU RI ke Dewan Kehormatan Pe-

nyelenggara Pemilu (DKPP) di Jaka-

rta, Jumat (21/6) lalu. Dalam peng-

aduan itu KMPKP mendalilkan KPU

RI mengabaikan sejumlah putusan

pengadilan berkaitan peraturan 30%

perempuan calon anggota legislatif

pada Pemilu 2024. Pengabaian ber-

dampak fatal karena menimbulkan

sengketa Dapil VI untuk pemilihan

anggota DPRD Gorontalo. Mahka-

mah Konstitusi mengabulkan gugatan

PKS untuk menggelar pemilihan

suara ulang (PSU). (KR, 22/6).

KMPKP juga menuntut penyeleng-

gara dinyatakan melanggar kode etik.

Mereka menuntut Ketua KPU, Ha-

syim AsyÕari bersama dengan Ketua

Divisi Teknis Idham Kholik dan Divisi

Bidang hukum Mochamad Afifuddin

dijatuhi sanksi maksimal yaitu diber-

hentikan sebagai anggota KPU.

Koalisi juga meminta anggota yang

lain diberi peringatan yang keras.

KMPKP menyebut apa yang dila-

kukan KPU merupakan pelanggaran

berat terhadap kode etik dan pedo-

man perilaku penyelenggara Pemilu.

Lantaran, ketentuan itu tercantum da-

lam Pasal 245 UU No 7 tahun 2017

tentang Pemilihan Umum. Koalisi me-

nilai apa yang dilakukan KPU me-

rupakan hal parah lantaran penga-

baian dilakukan secara terang-terang-

an. Mereka melanggar perintah hu-

kum Putusan Mahkamah Agung   No

24 P/HUM/2023 dan Putusan Bawas-

lu No 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/-

XI/2023.

Upaya mewujudkan  pemilu yang

konstitusional, berintegritas, serta adil

dan setara jender, terus dilantangkan.

Ada tujuan jangka panjang ketika adu-

an dan tuntutan ini dilaksanakan.

Koalisi meminta DKPP memutus

pengaduan sebagai perkara prioritas

agar Pilkada Serentak Nasional 2024

dapat diselenggarakan oleh penye-

lenggara pemilu yang tidak berma-

salah secara etik dan hukum.

Keterwakilan perempuan, bukanlah

hal sederhana apalagi receh. Keter-

wakilan perempuan dalam komposisi

anggota DPR menjadi hal yang pen-

ting. Kehadiran perempuan di ranah

parlemen akan membuat susunan

anggota legislatif tanah air menjadi

lebih proporsional dan inklusif. Sa-

yangnya seperti diakui Anggota De-

wan Pembina Perludem Titi Anggraini,

komitmen parpol belum sepenuhnya

melembaga dalam mendorong inter-

nalisasi keterwakilan perempuan.

Bahkan partai masih menempatkan

keterwakilan perempuan sekadar

memenuhi persyaratan formalitas. 

Bisa dikatakan kuota keterwakilan

perempuan belum menjadi paradig-

ma yang melekat dalam tatakelola

pemilu dan demokrasi yang inklusif.

Menjadi tidak heran berdasar Global

Gender Gap Report yang dirilis World

Economic Forum (Maret 2021), posisi

Indonesia dalam bidang politik masih

diurutan ke-92 dunia dengan skor

0,164. Potret ini menunjukkan masih

terdapat problem serius dalam praktik

elektoral di Indonesia.

Miris. Kredo demokrasi tanpa pe-

rempuan adalah nol justru acap diang-

gap kecengengan perempuan me-

minta jatah kursi. Bahkan tidak ter-

penuhinya kuota 30% keterwakilan

perempuan khususnya di lembaga le-

gislatif, dianggap bukanlah  persoalan

serius. Permasalahan-permasalahan

seperti stunting, pernikahan dini, ang-

ka kematian ibu (AKI) melahirkan yang

tinggi, kekerasan terhadap perempu-

an termasuk kekerasan seksual,

diskriminasi upah dan lainnya  diang-

gap hanya persoalan perempuan (dan

keluarga). Bangsa ini mestinya sadar,

persoalan yang sangat merugikan

perempuan ini bukan hanya persoalan

perempuan. Ini persoalan bangsa.

Sejumlah bukti empiris menun-

jukkan bahwa kualitas hidup perem-

puan bertalian erat dengan tingkat ke-

majuan suatu bangsa. Dan ada ha-

rapan, hadirnya perempuan politisi

akan memengaruhi pengambilan ke-

bijakan untuk lebih ramah perem-

puan. Mengingat problema yang

merugikan perempuan ini adalah per-

soalan serius bangsa menuju

Indonesia Emas 2045.  ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH Kedau-

latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-

nya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 535  - 575 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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